PELAKSANAAN PENGAKUAN HAK
DI KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk memperoleh
Sebutan Sarjana Sains Terapan

disusun oleh :

HENDRIK.F.TUWANKOTTA
NIM. 02111979/M

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2007




INTISARI

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria mengamanatkan kepada pemerintah untuk
menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik
Indonesia. Pelaksanaan pendaftaran tanah khususnya atas bidang-bidang
tanah yang belum pernah didaftar dilakukan pendaftaran tanah pertama kali
yang memerlukan suatu tanda bukti kepemilikan hak atas tanah. Kenyataan
yang terjadi banyak kepemilikan tanah adat didasarkan hanya pada
penguasaan fisik dalam jangka waktu yang sudah cukup lama. Berdasarkan
kenyataan tersebut pemerintah mengeluarkan PP No. 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran tanah dan peraturan pelaksanaannya lebih rinci
dituangkan dalam PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997. Pasal 24 ayat (2)
PP No. 24 Tahun 1997 mengatur mengenai adanya proses pengakuan hak,
dengan maksud mempermudah masyarakat yang tidak mempunyai alat
bukti hak secara tertulis untuk mendaftarkan tanahnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas penulis tertarik untuk
mengadakan penelitian mengenai proses pengakuan hak. Tujuannya untuk
mengetahui pelaksanaan pengakuan hak di Kantor Pertanahan Kota Ambon
serta mengetahui kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan dalam
mengatasi kendala tersebut. Kegunaannya untuk memberikan bahan
masukan yang bersifat informatif guna meminimalkan kendala yang ada
serta menambah wacana di bidang pertanahan. Metode yang digunakan
adalah metode deskriptif. Unit yang dianalisis adalah proses pengakuan hak
yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kota Ambon. Jenis dan sumber
data yang diperoleh adalah data primer yang merupakan hasil wawancara
dengan pejabat serta staf yang bertugas menangani proses pengakuan hak
dan data sekunder yang diperoleh dari pencatatan dan pengusutan data
yang sudah ada di Kantor Pertanahan Kota Ambon. Teknik analisis data
secara deskriptif kualitatif yaitu berdasarkan data yang diperoleh diberi
pengkodean/penamaan, dicheking/diteliti, diklasifikasi dalam bentuk uraian
dan tabel, direduksifdibuat rangkuman mengenai inti dari uraian tersebut,
dihubungkan untuk diketahui kebenarannya, dikonsuitasi/dicocokkan dengan
anggapan dasar, kemudian ditarik kesimpulan.

Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa, ada beberapa perbedaan
persyaratan pemohonan pengakuan hak di Kantor Pertanahan Kota Ambon
dengan PP No. 24 Tahun 1997 junto PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997.
Adanya kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan pengukuran.
Terdapat perbedaan prosedur pengakuan hak antara Kantor Pertanahan
Kota Ambon dengan INMENAG/KBPN No. 3 Tahun 1998 dan Keputusan
KBPN No. 1 Tahun 2005.

Untuk mengatasi keadaan yang terjadi selama ini, maka periu
diadakannya pendidikan atau pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan
sumberdaya aparat pertanahan, serta perlu dilakukan penyuluhan secara
intensif dan secara berkala dalam rangka pemberdayaan masyarakat di
bidang pertanahan.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat
(bangsa) bertindak selaku Badan Penguasa. Dari sudut inilah dilihat
arti ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang dikenal
dengan UUPA yang menyatakan, bahwa “Bumi, air dan ruang
angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya,
pada tingkatan yang tertinggi dikuasai oleh Negara®’. Hak Menguasai
dari Negara mengandung kewenangan-kéwenangan sebagai
pelimpahan dari Hak Bangsa. Kewenangan-kewenangan tersebuf
sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) UUPA sekaligus menjadi dasar Hukum
Tanah Administratif. Kewenangan-kewenangan itu sebagai berikut:

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan,
persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa.

2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara
orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa.

3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara
orang-drang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai

bumi, air, dan ruang angkasa.




Dalam rangka penertiban hak-hak benguasaan atas tanah,
pemerintah sebagai pemegang Hak Menguasai dari Negara berusaha
membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mengakomodasi hak-hak
yang bersifat individu. Hal tersebut sesuai dengan tujuan UUPA yaitu:
meletakkan dasar-dasar yang kuat bagi penyusunan Hukum Tanah
Nasional, meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan
kesederhanaan hukum pertanahan, serta memberi kepastian hukum.
Pasal 19 ayat (1) UUPA menyebutkan bahwa: “Untuk menjamin
kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di
seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang
diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Pedaftaran tanah diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah,
kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan peraturan
pelaksanaannya lebih rinci dituangkan dalam Peraturan Menteri
Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun
1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997. Badan Pertanahan Nasional yang dibentuk berdasarkan
Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan
Nasional, kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 10
Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional merupakan instansi

yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang




pertanahan secara nasional, regional dan sektoral telah berusaha
dengan sungguh-sungguh, terus menerus memberikan dan
meningkatkan pelayanan di bidang pertanahan kepada masyarakat.
Tetapi pelaksanaan pendaftaran tanah seperti yang diamanatkan
dalam Pasal 19 UUPA sampai saat ini befum dapat terlaksana secara
optimal.

Pelaksanaan pendaftaran tanah khususnya atas bidang-bidang
tanah yang belum pernah didaftarkan dilakukan pendaftaran tanah
pertama kali yang memeriukan suatu tanda  bukti
kepemiﬁl;anlpenguasaan hak atas tanah. Kenyataan yang terjadi
banyak kepemilikan tanah adat didasarkan hanya pada penguasaan
fisik bidang tanah dalam jangka waktu yang sudah cukup lama.

Berdasarkan kenyataan di atas maka untuk meningkatkan
pelayanan di bidang pertanahan khususnya dalam penerbitan
sertipikat hak atas tanah, oleh Pemerintah dilakukan perubahan dalam
aspek h;xkum pendaftaran tanah. Perubahan tersebut dapat dilihat
pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, mengenai adanya
ketentuan proses pengakuan hak yang dalam peraturan sebelumnya
yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 hal tersebut belum
diatur.

Proses pengakuan hak keberadaannya begitu penting karena
merupakan satu-satunya bentuk kegiatan pendaftaran tanah pertama

kali yang paling mungkin dilakukan pada saat sekarang ini, dengan




maksud untuk lebih mempermudah bagi masyarakat yang tidak
mempunyai alat bukti hak untuk mendaftarkan tanahnya. Pasal 24 ayat
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, menyatakan bahwa:
“Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat
bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat
dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah
yang bersangkutan sefama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara
berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-
pendahulunya, dengan syarat:

a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara
terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas
tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat
dipercaya;

b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama
pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tidak
dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau
desa/kelurahan yang bersangkutan atau pihak lainnya”.

Tujuan dari pendaftaran tanah adalah untuk memberikan
jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, dan sistem
publikasinya adalah sistem negatif, tetapi mengandung unsur positif,
karena akan menghasilkan surat-surat tanda bukti hak yang berlaku
sebagai alat pembuktian yang kuat. Sedangkan asas pendaftaran
tanah yang berkembang saat ini adalah asas sederhana, aman,
terjangkau, mutakhir, dan terbuka. Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 junto Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah dikeluarkan untuk merealisasikan tujuan dari

pendaftaran tanah dan mewujudkan asas pendaftaran tanah.




Perkembangan Kota Ambon setelah berakhimya konflik cukup
pesat terutama dari sektor pertanahan sehingga berpengaruh terhadap
meningkatnya pelayanan di bidang pertanahan dalam rangka
menjamin kepastian hukum atas tanah.

Kantor Pertanahan Kota Ambon sebagai ujung tombak untuk
melayani masyarakat di bidang pertanahan khususnya dalam rangka
pensertipikatan tanah adat telah berusaha melaksanakan ketentuan
dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Pada prakteknya,
banyak kendala yang dihadapi oleh kantor pertanahan untuk
merealisasikan Peraturan Pemerintah tersebut. Walaupun Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sudah diberiakukan selama kurun
waktu 8 (delapan) tahun, namun belum semuanya diterapkan oleh
kantor pertanahan. Sehingga dapat dikatakan Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 tidak terlaksana sesuai dengan yang
diharapkan vyaitu mempermudah dan mempercepat proses
pendaftaran tanah di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka, penulis tertarik untuk
melakukan penelitian dengan judul : “PELAKSANAAN PENGAKUAN
HAK DI KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON PROVINS!

MALUKU”




B. Perumusan Masalah

Berdasarakan latar belakang penelitan di atas, penulis
merumuskan permasalahan sebagi berikut:
1. Bagaimana pelaksanaan pengakuan hak di Kantor Pertanahan
Kota Ambon?
2. Apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengakuan hak
di Kantor Pertanahan Kota Ambon?

3. Upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut?

C. Pembatasan Masalah

Penelitian jni difokuskan pada kegiatan pendaftaran tanah
pertama kali secéra sporadik pada Tahun 2003-2005 ditinjau dari
aspek hukum (persyaratan, prosedur, dan pembukuannya) dan aspek
administrasi  (jenis kegiatan pegawai pelaksana) dalam pelaksanaan

pengakuan hak.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengakuan hak di Kantor
Pertanahan Kota Ambon ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 1997.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan

pengakuan hak di Kantor Pertanahan Kota Ambon.




3. Untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan oleh Kantor

Pertanahan Kota Ambon dalam mengatasi kendala tersebut.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Memberikan bahan masukan yang bersifat informatif kepada pihak
Kantor Pertanahan Kota Ambon dalam proses pelaksanaan
pengakuan hak, untuk meminimalkan kendala yang ada.

2. Menambah wacana di bidang pertanahan mengenai proses

pelaksanaan pengakuan hak. -




BAB Vi
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. adanya perbedaan persyaratan permohonan sertipikat antara
Kantor Pertanahan Kota Ambon dengan PP No. 24 Tahun 1997
junto PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997, yaitu SPPT-PBB tahun
terakhir. Persyaratan tersebut merupakan kebijakan Kantor
Pertanahan Kota Ambon;

2. adanya hak-hak lama yang bukti kepemilikannya secara tertulis
ada, yang diperoleh dari perbuatan hukum Gual beli) yang
seharusnya dapat diproses melalui penegasan kohversi, tetapi oleh
Kantor Pertanahan Kota Ambon diproses melalui pemberian hak;

3. adanya perbedaan dalam prosedur pendaftaran tanah melalui
pengakuan hak antara Kantor Pertanahan Kota Ambon dengan
INMENAG/KBPN No 3 Tahun 1998 dan Keputusan KBPN No. 1
Tahun 2005;

4. adanya kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengakuan hak,
hal ini terlihat pada saat pengukuran patok batas-batas bidang
tanah belum dipasang oleh pemohon dan pemilik bidang tanah
yang berbatasan tidak proaktif. Begitu juga mengenai perbedaan
luas antara bukti kepemilikan (SPPT-PBB) dengan hasil

pengukuran.
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B. Saran
Beberapa saran yang dapat diajukan dalam rangka perbaikan ke
masa yang akan datang, yaitu: '
1. perlu adanya pendidikan atau pelatihan yang bertujuan untuk
meningkatkan sumberdaya aparat pertanahan dalam rangka
mengimplementasikan peraturan agar berjalan sesuai dengan yang

diharapkan oleh pembuat peraturan;

2. perlu dilakukan penyuluhan/sosialisasi peraturan secara intensif
dan secara berkala dalam rangka pemberdayaan masyarakat di
bidang pertanahan, sekaligus menjelaskan arti pentingnya sertipikat

sebagai surat tanda bukti hak.
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